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BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 20& /404.012/2020

TENTANG

PEMBERIAN HADIAH ATAS PERCEPATAN PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SEBELUM JATUH TEMPO TAHUN PAJAK 2020
KEPADA PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGAWI,

;a. bahwa dalam rangka mewujudkan bentuk perhatian dan

1.

penghargaan kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas kinerja
dan keberhasilan serta pencapaian pemungutan dan
percepatan pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2020
sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, maka perlu
memberikan hadiah kepada Petugas Pemungut dan Pejabat
Pengawas/Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pemberian Hadiah Atas Percepatan Pelunasan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Sebelum Jatuh Tempo Tahun Pajak 2020 kepada Petugas
Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 3209);



10.

11.

12.

i,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan  Produk  Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007
Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2012 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2019 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2020 Nomor 03);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28).

Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/79.A/404.012/2020
tentang Penetapan Target Relisasi Pemasukan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun
Pajak 2020;

Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/97.C/404.012/2020
tentang Penunjukan Petugas Pemungut dan Pejabat
Pengawas/Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Memberikan Hadiah Atas Percepatan Pelunasan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebelum Jatuh
Tempo Tahun Pajak 2020 kepada Petugas Pemungut Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Tahun Anggaran 2020.

Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
dengan rincian sebagai berikut :

a. Petugas Pemungut yang Desa/Kelurahan lunas
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun Pajak 2020 bulan Juli 2020, masing-

masing  sebesar 6% (enam persen) dari pokok
ketetapan,;
b. Petugas Pemungut yang Desa/Kelurahan lunas

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun Pajak 2020 bulan Agustus 2020,
masing-masing sebesar 5% (lima persen) dari pokok
ketetapan;

c. Petugas Pemungut yang Desa/Kelurahan lunas
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun Pajak 2020 bulan September 2020,
masing-masing sebesar sebesar 4% (empat persen) dari
pokok ketetapan.

Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertujuan untuk :

a. mempercepat keberhasilan serta pencapaian
pemungutan dan percepatan pelunasan pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tahun Pajak 2020 sebelum jatuh tempo pembayaran
pajak;

b. meningkatkan kinerja Petugas Pemungut Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan
pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 Kode Rekening 4.02.01.22.003
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Okhbs~ 2020

BUPATI NGAWI,
ttd
BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Kepala Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Ngawi.




